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b. pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi produksi yang
memitil.:i i'asilrtas Pengembangan cian,/atau
Pemanfaatan Bat-ubara ; atau

c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha
Pengembangan Batubara yang tidak terintegrasi
dengan kegiatan Penamhangan yang perizinannya
diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 127

Tata cara pemberian persetujuan rencana pengembangan
dan/atau Pemanfaatarr sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 ayat (2) diatur iebih lanjut dalam peraturan Menteri.

Pasal 128

Pemegang I(K dan PKP2B dalam mengajukan permohonan
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat
mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap
kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang
kegiatan Usaha Pertambangan.

BAB VIII

SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Bagian Kesatu
Umurn

Pasal 129

(1) SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan
yang diajukan oleh:
a. BUMD/Badan Usaha milik desa;
b. Badan Usaha swasta dalam rangka penarlaman

modal dalam negeri;
c. Koperasi; atau
d. perusahaan perseorangan.

(2) Permohonan SIPB sebagairnana dimaksucl pada ayat (1)
hanya ciapat diajukan pacla wilayah yang telah ditetapkan
sebagar WUP.

(3) SrPB...
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(3) SIPB diherikan untuk pengusahaan pertambangan

batuan jenis tr-rtentu atau r.rntuk keperluan tertentu.

(4)

(s)

(6)

Batuan jenis terterrtu atau untuk keperluan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batuan
yang memiliki sifat materiai lepas berupa tanah urug,
kerikil ga.liarr dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikii
sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil
berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah
(laterit), tanah liat, dan batu gamping.

Perubahan atas penggolongan komoditas batuan jenis
tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. 
SIPB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan,
serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 130

Menteri menetapkan skala usaha Badan Usaha swasta dalam
rangka penanaman modal dalam negeri yang dapat diberikan
SIPB.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan

Surat Izin Penambangan Batuan

Pasai 131

(1) Untuk m.endapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi
persyaratan:
a. administratif;
b. teknis;
c. lingkungan; dan
d. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. surat perrnohonan;
b. nomor induk berusatra;
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c. slrsunan pengunrs, daftar pemegang saham atau
modal, dan Caftar pemilik rnanfaat dari BUMD/Badan
Usaha milik desa, Eladan Usaha swasta dalanr rangka
penanarnarl modai dalain negeri, Koperasi, atau
perusahaan perseorangan; dan

d. salinzrn kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek
pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB
untuk keperlr.ran tertentu.

(31 PersyaraLan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundong-undangan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1,)

huruf b berupa surat pernyataan untuk tidak
menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha
Penambangan.

(5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimakstrd pada
ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan
untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Persyaratan linansial sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan prrblik.

(71 Selain persyaratan sehagaimana dimaksud pada ayat (L),
pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas
wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan
tertentu yang dimohon.

Pasal 132

(1) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan
Penambangan setelah rnemiliki dokumen perencanaan
Penambangan yang telah disetujui oleh Menteri.

(2) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaiinana
dtnraksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:

f . informasi cadangan; dan
2. rencana Penambangan.

b. dokumen .
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b. dokunien iirgk,rngan hidup sesr:ai derigan l<etentuan
pcral.r rran per urrciarrg-undangan.

Pasai 1.",'f

(1) SIPR untuk i:atuan jenis tertentu Ciberikan untuk jangka
waktu palirrg lama- 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
sebanyak 2 (dr.ra) l<ali masing-masing selama 3 (tiga)
tahun.

(21 SIPB untuk keperluair tertentu diberikan untuk iangka-
waktu scstrai dengan jangka rvaktu kontrak/perjanjian
pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh
Pemerintal'r Rrsat atar.l Pemei:intah Daerah.

Pasal 134

Ketentuan lebrh lanjut mengerrai tata cara pemberian dan
perpanjangan SIPB diatur dalarn Peraturan Menteri.

BAB iX

IZIN PENGANGKUTAI{ DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 135

(1) lzin Penga.ngkuta.n dan Penjualan untuk komoditas
Mineral atau Batubara diberikan oleh Menteri
berdasarkan permotrorran J,ang diajukan oleh:
a. Badan Usaha;
b. Koperasi; atau
c. perusahaan perseorangan.

(21 Untuk mendapatkair Izin Pengangkutan dan Penjualan,
pemohorr sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus
memenuhi pers5,aratan yang meliputi:
a. surat permohonan;
b. nomor induk berusaha;
c. susunan pengurrrs, daftar pemegang saham atau

modal, dan daftar pernilik manfaat dari Badan Usaha,
Koperasi, atau pemsahaan perseorangan; dan
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